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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Era teknologi yang sedang berkembang pesat menjadi pendukung 

pada kecepatan pernyebaran proses komunikasi kepada khalayak 

meningkat. Komunikasi mempunyai implikasi kepada orang yang terlibat 

dalam proses tersebarnya informasi. 

Informasi yang tidak didasarkan fakta akan berimplikasi terhadap 

kesalahpahaman. Hal ini tentu menuntut khalayak agar lebih bijak dalam 

menerima informasi. Informasi harus berlandaskan fakta dan bukan berita 

bohong atau hoax. 

Berita hoax kini kerap mengancam kehidupan sosial masyarakat yang 

hendaknya dijaga agar tidak mudah terkoyak oleh fitnah dan adu domba. 

Pengertian Hoax sendiri merupakan upaya untuk memperdaya orang lain 

mempercayai sesuatu yang salah adalah sebagai sesuatu yang benar. 

Informasi kerap diperolah dari media massa. Media massa diidealkan 

bukan hanya menyajikan informasi dan hiburan, namun juga mengemban 

fungsi pendidikan, fungsi penyebaran informasi, penyaji hiburan dan media 

pendidikan. Proses penyebaran informasi dengan media merupakan salah 

satu bentuk komunikasi massa. Jelasnya bahwa dalam ranah proses 

komunikasi, persoalan etika sering muncul. 

Etika tentu dibutuhkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Etika 
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merupakan cara berprilaku untuk mengetahui baik buruknya suatu hal, dan 

berkelakuan sesuai dengan norma dan adat. Secara etimologi, kata etika dari 

bahasa Yunani “Ethos” artinya adat atau kebiasaan. 

Etika dalam kamus besar bahasa indonesia merupakan ilmu yang 

mempelajari baik buruk suatu perilaku serta tentang hak dan kewajiban. 

Etika disebut juga filsafat moral yang berbicara tentang tindakan atau 

tingkah laku manusia. 

Etika lebih memperdebatkan cara manusia bertindak dibandingkan 

mempersoalkan keadaan manusia. Etika sebagai kode etik dibuat atau 

dirancang oleh organisasi profesional wartawan dan demikian pula berlaku 

sebagai kode profesional. Etika sebagai kode perilaku profesi di bidang 

jurnalistik dapat diimplementasikan pada praktek pekerja jurnalis. 

Di masa sekarang etika jurnalistik kian mendapat signifikasi karena 

persaingan antarmedia yang semakin ketat. Sebagai objek dalam etika 

jurnalistik, para pekerja jurnalis atau profesional melakukan aktivitas kerja 

seperti liputan dan wawancara. 

Sebagai contoh, pada tahun 2006, seorang wartawan Jawa Pos 

melakukan wawancara fiktif dengan istri Azhari, seorang teoritis yang 

ditembak mati aparat kepolisian di Batu, Malang. Secara eksklusif, jawa pos 

menurunkan laporan yang berisi wawancara dengan istri Azhari yang 

tinggal di Malaysia. Jawa Pos mengklaim bahwa wawancara dilakukan 

melalui sambungan telepon internasional.  

Kebohongan yang dilakukan Jawa Pos terungkap oleh kru wartawan 
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Trans TV saat melakukan peliputan di Malaysia dan mendapati istri Azhari 

yang tidak mampu berbicara secara normal karena kondisinya yang sedang 

sakit. Peristiwa ini membuat geger dunia jurnalisme karena kebohongan 

dengan menulis berita fiktif juga bohong kepada narasumber dengan dalih 

telah diwawancarai padahal nyatanya tidak, lalu wartawan Jawa Pos 

tersebut mengundurkan diri. 

Dengan demikian, etika jurnalistik tak hanya berlaku bagi wartawan 

yang telah tersertifikasi atau menjadi anggota organisasi wartawan, diluar 

itu pun diharuskan menaati kode etik jurnalistik sebagai bagian dari 

kewajiban moral seorang wartawan. 

Landasan hukum yang digunakan untuk meningkatkan ketaatan pada 

kode etik jurnalistik (KEJ) yang terdapat pada Undang-Undang No. 40 

tahun 1999. 

Dengan demikian, etika jurnalistik tak hanya berlaku bagi wartawan 

yang telah tersertifikasi atau menjadi anggota organisasi wartawan, diluar 

itu pun diharuskan menaati kode etik jurnalistik sebagai bagian dari 

kewajiban moral seorang wartawan. 

Landasan hukum yang digunakan untuk meningkatkan ketaatan pada 

kode etik jurnalistik (KEJ) yang terdapat pada Undang-Undang No. 40 

tahun 1999. 

Pesatnya penyebaran informasi yang memicu adanya berita bohong 

atau hoax dan pentingnya penerapan kode etik jurnalistik mendorong 

penulis untuk membahas “Penerapan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik dalam 
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Kanal Nasional di Tagar.id Edisi 1-7 Mei 2022 

1.2  Rumusan Masalah 

Melatarbelakangi maraknya penyebaran berita hoax dan pemberitaan 

yang tidak memiliki etika sesuai kaidah kode etik jurnalistik, penulis akan 

mengangkat rumusan masalah “Bagaimana Penerapan Pasal 4 Kode Etik 

Jurnalistik dalam Kanal Nasional di Tagar.id Edisi 1-7 Mei 2022?” dalam 

Tugas Akhir ini. 

1.3 Batasan Masalah 

Memfokuskan pembahasan masalah penulisan Tugas Akhir, penulis 

akan membatasi masalah yang akan diangkat sebagai berikut: 

1. Penerapan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik dalam Kanal Nasional di 

Tagar.id Edisi 1-7 Mei 2022. 

2. Kriteria Berita Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul. 

 

1.4 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini ialah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui penerapan pasal 4 kode etik jurnalistik dalam kanal nasional 

di Tagar.id edisi 1-7 Mei 2022. 

2. Mengetahui Kriteria Berita Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul. 

1.5 Metode Penulisan 

Metode penulisan yang diterapkan oleh penulis pada penyusunan 

Tugas Akhir ini adalah metode deskriptif. Data deskriptif berbentuk 
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penjabaran dengan kata-kata, sehingga tidak menekankan angka. Data yang 

terkumpul nantinya akan dianalisis kemudian dideskripsikan agar mudah 

dipahami oleh pembaca. 

1.6 Teknik Pengumpulan Data 

Demi melengkapi laporan Tugas Akhir, penulis membutuhkan 

penunjang materi sepeti metode observasi, metode kepustakaan, dan metode 

wawancara yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Metode Observasi 

Sebagai sumber data penelitian, penulis menggunakan metode 

observasi yang dilakukan dengan mencari data dan mengumpulkan 

data dari pengamatan secara langsung di Tagar.id. 

2. Metode Kepustakaan 

Pada metode ini penulis melakukan pengumpulan data berita nasional 

periode Mei 2022 dari website resmi Tagar.id secara acak, buku dan 

jurnal referensi yang berkaitan, serta internet guna menguatkan data 

agar semakin akurat. 

3. Metode Wawancara 

Metode Wawacara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data dalam 

menemukan jawaban dari permasalahan yang akan diteliti. Penulis 

akan melakukan sesi wawancara kepada pihak-pihak yang terkait 

dengan topik permasalahan yang diangkat penulis. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penulis membuat sistematika penyusunan yang dibagi menjadi lima 
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bab. Masing-masing bab memiliki uraian yang berbeda, namun saling 

berkaitan satu dengan lainnya. Sistematika penyusunan tersebut mencakup 

pendahuluan, landasan teori, profil perusahaan, pembahasan, dan penutup. 

Berikut uraiannya: 

BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, teknik pengumpulan 

data, dan sitematikan penulisan Tugas Akhir yang berjudul Penerapan Pasal 

4 Kode Etik Jurnalistik di Media Online Tagar.id Edisi Mei 2022. 

BAB II LANDASAN TEORI, jabaran teori dari para ahli dan sumber 

yang akurat tentang pengertian etika, media massa, media online, pengertian 

etika, etika prfisei, etika jurnalistik, pengertian jurnalistik, apa itu kode etik, 

kode etik jurnalistik, isi pasal 4 kode etik jurnalistik, undang-undang tentang 

pers, dan peraturan dewan pers. 

BAB III PROFIL PERUSAHAAN, uraian profil peruahaan media 

online Tagar.id yang meliputi sejarah Tagar.id, Visi dan Misi Tagar.id, Alur 

pembuatan berita Tagar.id, hingga struktur organisasi tempat penulis 

melaksanakan praktek industri. 

BAB IV PEMBAHASAN, pembahasan hasil anlisis penerapan pasal 4 

kode etik jurnalistik khususnya 10 berita di media online Tagar.id edisi Mei 

2022. 

BAB V PENUTUP, membahas kesimpulan serta saran hasil dari 

pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dan dilandaskan 

dengan teori serta data akurat sebagai peninjau. 
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BAB V 

PENUTUP 

Pada bab ini penulis akan menjabarkan hasil kesimpulan dan saran dari hasil 

analisis yang telah penulis lakukan pada bab sebelumnya tentang penerapan pasal 

4 kode etik jurnalistik dalam kanal nasional di Tagar.id edisi 1-7 Mei 2022. 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan pada bab 4, maka penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik dalam Kanal Nasional di 

Tagar.id Edisi 1-7 Mei 2022. Berdasarkan isi berita, penerapan kode 

etik jurnalistik pasal 4 dari 10 sample berita tidak ada yang melanggar 

kode etik jurnalistik mengenai berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. 

sehingga berita di media online Tagar.id telah menerapkan kode etik 

jurnalistik pasal 4. 

2. Kriteria Berita Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul. 

Indikator berita bohong menurut dewan pers kriteria berita bohong, 

fitnah, sadis, dan cabul ialah berita yang tidak jelas sumbernya, 

terkesan menyudutkan, mendorong nafsu birahi, dan tidak 

memedulikan nilai kemanusiaan. 

 

 



55 
 

 
 

5.2 Saran 

Setelah menarik kesimpulan dan melakukan analisis dan pada 10 

berita di media online Tagar.id, penulis dapat memberikan saran sebagai 

1. Menurut Buku Kamus Jurnalistik dalam Zaenal Arifin (2019: 62) , 

menjelaskan pengertian Kode Etik Jurnalistik, “Kode Etik Jurnalistik 

atau Kannos of Journalism sebagai pedoman wartawan dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai landasan moral atau etika profesi 

yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas 

dan profesionalitas wartawan”, oleh karena itu disarankan agar 

wartawan melaksanakan tugas sesuai pedoman kode etik jurnlistik. 

2. Menurut Dewan Pers (2018), menurut Stanley atau Yosep Adi 

Prasetyo menyebutkan ciri-ciri atau kriteria berita bohong atau hoax. 

Cirinya adalah ketidaakjelasan sumber berita. Fitnah berarti 

mengunggah berita yang secara sengaja memuat tuduhan tanpa 

mendasar, bahkan tidak benar, dengan niat buruk dan Kriteria berita 

cabul ialah adanya visualisasi tingkah laku erotis dengan media cetak 

atau audio yang ditunjukkan untuk bangkitkan nafsu birahi. Lalu 

kriteria berita sadis merupakan berita yang menunjukkan perilaku 

melewati batas kemanusiaan. Oleh karena itu disarankan agar berita 

memiliki kejelasan sumber, tidak memojokkan, tidak bermaksud 

meningkatkan nafsu birahi, dan tidak melewati batas kemanusiaan. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Narasumber : Mila Yefriza 

Jabatan : Redaktur Pelaksana 

Tanggal : 8 Juni 2022 dan 9 Juli 2022 

 

Wawancara Pertama Rabu, 8 Juni 2022 

Pertanyaan: Apakah tagar.id sebagai perusahaan pers menerapkan kode etik 

jurnalistik? 

Narasumber: Iya, di Tagar emang menerapkan kode etik jurnalistik 

Pertanyaan: Jika iya apakah ada sanksi apabila wartawan melanggar KEJ? 

Apakah pernah ada kasus pelanggaran KEJ tagar.id khususnya pada pasal 4 yang 

berbunyi wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan 

cabul di Tagar.id? 

Narasumber: Iyalah kalau misalnya kita melanggar kode etik biasanya itu kan 

kita kalau tagar itu dah terdaftar di dewan pers. Nah kalau misalnya tiba-tiba 

melanggar kode etik jurnalistik salah satu wartawan kita, itu biasanya kita akan 

sidang dulu di perusahaan Kalau misalnya kode etiknya masih masih yang biasa-

biasa aja yang dilanggar. 



 

 

Tapi kalau misalnya kode etik yang dilanggar yang bener-bener udah kena 

hukum itu biasanya bisa dewan pers yang nyidang, misalnya berita bohong yang 

di up belum terbukti kayak anak Ridwan Kamil tiba-tiba Dibilang udah ketemu 

misalnya karena itu belum ada bukti kalau dia udah ketemu atau apaan Itu kan 

melanggar kode etik jurnalistik karena menyampaikan berita bohong, Tapi karena 

itu masih bisa kita bicarakan di dalam perusahaan Tagar maksudnya di dalam 

internal sendiri itu masih bisa jadi nggak perlu ke dewan pers. 

Nah, biasanya pelanggaran itu teguran sama bisa jadi dikeluarin juga dari 

perusahaan. Biasanya seperti itu, nah kalau di tagar selama ini itu belum ada 

pelanggaran-pelanggaran seperti itu yang khususnya pada pasal 4 yang berbunyi 

tidak membuat berita bohong fitnah sadis dan cabul dan itu belum ada. 

Pertanyaan: Bagaimana penerapan kode etik jurnalistik diterapkan di tagar.id? 

Narasumber: Untuk penerapan kode etik jurnalistik sendiri di Tagar itu kita 

setiap berita yang di UP itu selalu kita lihat kode etik nya ini pantas nggak 

dinaikin, pantas nggak dibaca orang karena kalo misalnya di tagar nih ya misalnya 

beritanya tentang vulgar atau tentang menjatuhkan orang lain tidak kita Up.  

Gunanya redaktur itu sebenarnya untuk melihat ini Pantas nggak dimasukin 

ini Pantas nggaknaik di Pantas nggak dibaca gitu itu biasa seperti itu. Jadi udah 

tahu lah apa aja yang termasuk ke dalam kode etik jurnalistik, jadi ketika di Tagar 

itu yang menerapkan dan penerapannya itu hampir di seluruh berita diterapin kode 

etik jurnalistik, kita juga ngeliat berita apa aja yang pantas naik. 



 

 

Wawancara Kedua Sabtu, 9 Juli 2022 

Pertanyaan: Apakah tagar.id sebagai perusahaan pers mengetahui kriteria berita 

bohong, fitnah, cabul, sadis dan menempatkan keterangan waktu pada gambar 

atau suara dalam arsip? 

Narasumber: Ya mengetahui, setiap media aku rasa setiap media itu mengetahui 

semua ini ya kriteria mana yang bohong mana nggak itu itu pun diketahui sama 

dia sebenarnya ada juga media yang dia udah tahu itu berita Bohong tapi masih 

diangkat karena mereka lagi nyari viewers nanti misalnya udah banyak bilang ini 

bohong nih gitu baru dia ngasih klarifikasi tapi kalau di Tagar nggak kayak gitu. 

Terus lanjut, menempatkan keterangan waktu pada gambar atau suara dalam 

arsip jelas tapi misalnya kalau berita itu cabul atau sadis yang kayak gitu fotonya 

biasanya lebih di blur kan jadi nggak ditampilkan jelas, itu kalau ditanya tentang 

mengetahui, ya pasti tahu. 

Pertanyaan: Jika iya apa saja kriteria berita bohong, Berita fitnah, berita cabul, 

berita sadis menurut ka mila sebagai redaktur tagar.id sebelumnya? 

Narasumber: Berita yang tidak sesuai dengan informasi yang hoax berita yang 

yang nggak terjadilah intinya. Ada waktu itu berita bohong juga dia udah jelas 

baru baru beli motor habis itu katanya ditilang sama polisi padahal itu nggak 

kayak gitu sebenarnya baru dua hari kemudian baru terungkap kalau itu bohong 

gitu.  



 

 

Nah kalau misalnya di Tagar untuk mengetahui berita itu bohong atau 

enggak kita crosscheck dulu ini bener nggak atau kita tanya orangnya kalau 

misalnya kita enggak bisa tanya orangnya langsung ya berarti nggak usah naikin 

gitu mending cari aman kalau udah dinaikin. 

Jadi kalau berita bohong ya berita nggak sesuai dengan informasi kalau 

misalnya berita fitnah itu kita membuat berita seakan-akan seolah-olah itu ada 

terjadi, kalau cabul kayak gitu juga kalau sadis pembunuhan atau apa padahal itu 

nggak. 

 

Pertanyaan: Apakah pernah ada kasus wartawan dari tagar.id yang membuat 

berita tersebut? 

Narasumber: Yang selama aku di Tagar juga belum pernah, tapi sebelumnya aku 

nggak tahu ya put kalau sebelumnya Tapi selama aku bergabung belum pernah. 

Pertanyaan: Bagaimana tindakan atau apa yang dilakukan perusahaan tagar 

apabila terdapat wartawan yang membuat berita bohong, berita fitnah, berita 

cabul, dan berita sadis? 

Narasumber: Biasanya kalau itu karena selama ini aku nggak tahu bergabung di 

Tagar nggak ada kejadiannya, untuk nomor 4 ya bagaimana tindakan apa yang 

dilakukan perusahaan, tapi menurutku itu kan udah melanggar kode etik kalau kita 

menyebarkan berita bohong itu sudah melanggar kode etik jurnalistik kan. 



 

 

Jadi mungkin itu bisa di sanksi apa yang dikenakan sanksi atau apalah oleh 

perusahaan cuman aku nggak tahu karena belum pernah terjadi berita seperti itu di 

Tagar, terus juga nggak pernah pas aku masuk juga enggak ada dikasih tahu kalau 

misalnya nanti kalau kamu bikin berita ini kejadiannya tadi kita sebagai wartawan 

apa kita sebagai jurnalis itu udah tahu kan yang berita bohong yang mana yang 

pantas ini mana yang nggak. 

Pertanyaan: Menurut ka mila apa itu berita bohong, berita fitnah, berita cabul, 

dan berita sadis? 

Narasumber: Berita bohong atau fitnah itu informasi yang berita peristiwa yang 

sebenarnya nggak ada tapi dibuat seolah-olah ada gitu itu menurutku ya. Nggak 

ada tapi dibuat karena kan itu ada itu.  

Biasanya yang menurut aku itu berita bohong kalau misalnya apa-apa ya 

harus di crosscheck dulu ini bener apa nggak gitu kalo emang bener-bener mau 

menulis informasi itu jadi tahu cari tahu dulu tapi kalau misalnya di dibuat-buat 

sendiri itu berita bohong sama kaya pendapat. Bahkan kita ada sebagai jurnalis 

tidak bisa menyampaikan pendapat kita di dalam artikel kan. 

Pertanyaan: Apakah menurut ka mila pencantuman waktu pada wawancara dan 

gambar dalam arsip itu penting? 

Narasumber: Penting karena kita bisa lihat lagi kalau misalnya suatu saat ada 

yang butuh data itu atau ada yang telusuri atau adanya investigasi data itu kita 

udah ada tanggalnya wawancaranya hari apa gitu.  



 

 

Kalau misalnya gak ada ya gak bisa bedain ini hari apa kejadiannya di 

tanggal berapa kejadiannya. Jadi sebenarnya itu penting karena itu untuk 

membedakan terbitnya hari apa beritanya itu kejadiannya tahun berapa gitu ya 

untuk membedakan itu saja sebenarnya. 



 

 
 

 



 

 

 



 

 



 

 
 

 

 
 

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 

TENTANG PERS 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK 

INDONESIA 

Menimbang: 

 

a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan 

menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan 

pikiran dan pendapata sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang 

Dasar 1945 harus dijamin; 

b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang 

demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati 

nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat 

hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan 

kesejateraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa; 

c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan 

pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan 

peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang 

profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta 

bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun; 

d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; 

e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan 

Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 

1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak 

sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman; 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, 

dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers; 

 



 

 

Mengingat: 

 

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 

1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia; 
 

 

Dengan persetujuan 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: 

 

UNDANG-UNDANG TENTANG PERS 

 

 

BAB I KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan: 

 

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan 

kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 

mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, 

gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya 

dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran 

yang tersedia. 

2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha 

pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta 

perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, 

atau menyalurkan informasi. 

3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media 

elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh 

informasi. 

4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. 

5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. 

6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia. 

7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing. 

8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi 



 

 

informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau 

peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban 

melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan 

jurnalistik. 

9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan 

peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum. 

10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak 

mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus 

dirahasiakannya. 

11. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan 

atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. 

12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan 

kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun 

tentang orang lain. 

13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu 

informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan 

oleh pers yang bersangkutan. 

14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. 

 

 

BAB II 

ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS 

 

Pasal 2 

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan 

prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. 

 

Pasal 3 

(1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, 

dan kontrol sosial. 

(2) Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai 

lembaga ekonomi. 

 

Pasal 4 

(1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. 

(2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau 

pelarangan penyiaran. 

(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, 

memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. 

(4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan 



 

 

mempunyai Hak Tolak. 

 

Pasal 5 

(1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan 

menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas 

praduga tak bersalah. 

(2) Pers wajib melayani Hak Jawab. 

(3) Pers wajib melayani Hak Koreksi. 

 

Pasal 6 

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut: 

 

a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; 

b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi 

hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan; 

c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan 

benar; 

d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan 

dengan kepentingan umum; 

e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran; 

 

BAB III WARTAWAN 

 

Pasal 7 

(1) Wartawan bebas memilih organisasi wartawan. 

(2) Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. 

 

Pasal 8 

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. 

 

 

BAB IV PERUSAHAAN PERS 

 

Pasal 9 

(1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers. 

(2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. 

 

Pasal 10 

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers 

dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk 



 

 

kesejahteraan lainnya. 

 

Pasal 11 

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal. 

 

Pasal 12 

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamt dan penanggung jawab secara 

terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah 

nama dan alamat percetakan. 
 

Pasal 13 

Perusahaan pers dilarang memuat iklan: 
 

a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu 

kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan 

masyarakat; 

b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok. 

 

Pasal 14 

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga 

negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita. 

 
 

BAB V DEWAN PERS 

 

Pasal 15 

(1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan 

pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen. 

(2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: 

 

a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; 

b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; 

c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; 

d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan 

masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; 

e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; 

f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di 

bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; 

g. mendata perusahaan pers; 



 

 

 

(3) Anggota Dewan Pers terdiri dari : 

a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; 

b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; 

c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya 

yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers; 

(4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota. 

(5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini 

ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 

(6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya 

dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. 

(7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari: 

a. organisasi pers; 

b. perusahaan pers; 

c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat. 

 

 

 

 

 

 

BAB VI PERS ASING 

 

Pasal 16 

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia 

disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

BAB VII 

PERAN SERTA MASYARAKAT 
 
 

Pasal 17 

(1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers 

dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan. 

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: 

 

a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan 

teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers; 

b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan 

meningkatkan kualitas pers nasional. 



 

 

 

 

BAB VIII KETENTUAN PIDANA 

 

Pasal 18 

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan 

yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 

(2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau 

denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). 

(2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta 

Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima 

ratus juta rupiah). 

(3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana 

dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah). 

 

 

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 19 

(1) Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di 

bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau 

tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti 

dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini. 

(2) Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, 

wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu 

selambat- lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini 

 

BAB X KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20  

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku: 

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir 

dengan Undang- undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia); 

2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap 

Barang- barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum 



 

 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang 

menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, 

majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala; 

 

 dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 21 

 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang 

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 

Disahkan di Jakarta 

Pada tanggal 23 September 1999  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Ttd 

BACHARUDIN JUSUF HABIBIE 

 

Diundangkan di Jakarta 

Pada tanggal 23 September 1999 

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

Ttd 

MULADI 

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 166 

Salinan sesuai dengan aslinya. SEKRETARIAT KABINET RI 

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II 

 

Plt 

Edy Sudibyo 

 

 

PENJELASAN ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 

TENTANG PERS 

 

I. UMUM 

 



 

 

Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan 

berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi 

media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana 

untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi 

secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 

maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu 

diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan 

rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara yang demokratis. 

 

Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat 

terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan 

dan kebenaran terwujud. 

 

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi 

juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa 

setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan 

Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang 

berbunyi : "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan 

pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, 

dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran 

melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas- batas wilayah". 

 

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah 

terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun 

penyelewengan dan penyimpangan lainnya. 

 

alam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati 

hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka 

dikontrol oleh masyarakat. 

 

Kontrol masyarakat dimaksud antara lain : oleh setiap orang dengan dijaminnya 

Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti 

pemantau media (media watch) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan 

cara. 

 



 

 

Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak 

mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan lainnya. 

 

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 

Cukup jelas 

 

Pasal 2 

 

Cukup jelas 

 

Pasal 3 

 

Ayat (1) 

 

Cukup jelas 

 

Ayat (2) 

 

Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan 

kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak 

meninggalkan kewajiban sosialnya. 

 

Pasal 4 

 

Ayat (1) 

 

Yang dimaksud dengan "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga 

negara" adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau 

penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. 

 

Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya 

penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung 

jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan 

hati nurani insan pers. 

 

Ayat (2) 

 

Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media 

cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari 



 

 

pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang 

berlaku. 

 

Ayat (3) 

 

Cukup jelas 

 

Ayat (4) 

 

Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber 

informasi, dengan cara menolak menyebutkan indentitas sumber informasi. 

 

Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat 

penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan. 

 

Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau 

ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan. 

 

Pasal 5 

 

Ayat (1) 

 

Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat 

kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih 

dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak 

yang terkait dalam pemberitaan tersebut. 

 

Ayat (2) 

 

Cukup jelas 

 

Ayat (3) 

 

Cukup jelas 

 

Pasal 6 

 

Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat 

untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan 

informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya 



 

 

keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju 

masyarakat yang tertib. 

 

Pasal 7 

 

Ayat (1) 

 

Cukup jelas 

 

Ayat (2) 

 

Yang dimaksud dengan "Kode Etik Jurnalistik" adalah kode etik yang disepakati 

organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers. 

 

Pasal 8 

 

Yang dimaksud dengan "perlindungan hukum" adalah jaminan perlindungan 

Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, 

hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

Pasal 9 

 

Ayat (1) 

 

Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja 

sesuai dengan Hak Asasi Manusia, termasuk mendirikan 

perusahaan pers sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

Pers nasional mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, negara 

dapat mendirikan perusahaan pers dengan membentuk lembaga atau badan usaha 

untuk menyelenggarakan usaha pers. 

 

Ayat (2) 

 

Cukup jelas 

 

Pasal 10 



 

 

 

Yang dimaksud dengan "bentuk kesejahteraan lainnya" adalah peningkatan gaji, 

bonus, pemberian asuransi dan lain-lain. 

 

Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara 

manajemen perusahaan dengan wartawan dan karyawan pers. 

 

Pasal 11 

 

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dibatasi agar tidak mencapai 

saham mayoritas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

Pasal 12 

 

Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara: 

 

a. media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan 

serta nama dan alamat percetakan; 

b. media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada 

awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik; 

c. media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang 

bersangkutan. 

 

Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas 

karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. 

 

Yang dimaksud dengan "penanggung jawab" adalah penanggung jawab 

perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. 

 

Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 13 

Cukup jelas 

 

Pasal 14 

Cukup jelas 

 

Pasal 15 



 

 

 

Ayat (1) 

Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers 

dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional. 

 

Ayat (2) 

Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) 

huruf d adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi dan dugaan 

pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik. 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

 

Ayat (5) 

Cukup jelas 

 

Ayat (6) 

Cukup jelas 

 

 

Ayat (7) 

Cukup jelas 

 

Pasal 16 

Cukup jelas 

 

Pasal 17 

 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

 

Ayat (2) 

Untuk melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 

ini dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (media watch). 

 

Pasal 18  

 



 

 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

 

Ayat (2) 

Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka 

perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud 

dalam penjelasan Pasal 12. 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

 

Pasal 19 

Cukup jelas 

 

Pasal 20 

Cukup jelas 

 

Pasal 21 

Cukup jelas 

 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3887 

 



 

 

 

  



 

 



 

 



 

 

STANDAR PERLINDUNGAN PROFESI WARTAWAN 

 

KEMERDEKAAN menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang 

tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan 

berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam 

Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan 

rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat. 

Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan 

tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, 

masyarakat, dan perusahaan pers. Untuk itu Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini 

dibuat: 

 

1. Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk 

wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya 

memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi; 

2. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan 

hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, 

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui 

media massa; 

3. Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, 

pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh 

dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun; 

4. Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran; 

5. Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib 

dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, 

serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan 

kepentingan penugasannya; 

6. Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah 

menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang 

bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan 

hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh; 

7. Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh 

penanggungjawabnya; 

8. Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, 

penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. 

Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi; 

9. Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk 

membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku. 

 

Jakarta, 25 April 2008



 

 



 

 

KODE ETIK JURNALISTIK 

 

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang 

dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh 

informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan 

kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan 

Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, 

keberagaman masyarakat, dan norma- norma agama. 

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak 

asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh 

masyarakat. 

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh 

informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika 

profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan 

menegakkan integritas 

serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati 

Kode Etik Jurnalistik: 

Pasal 1 

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, 

dan tidak beritikad buruk. 

Penafsiran 

a.Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati 

nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik 

perusahaan pers. 

b.Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. 

c.Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Tidak beritikad buruk 

berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian 

pihak lain. 

Pasal 2 

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas 

jurnalistik. 

 

Penafsiran 

Cara-cara yang profesional adalah: 

a.menunjukkan identitas diri kepada narasumber; 

b.menghormati hak privasi; 

c.tidak menyuap; 

d.menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; 

e.rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi 

dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang; 



 

 

f.menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara; 

g.tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai 

karya sendiri; 

h.penggunaancara-caratertentudapatdipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi 

bagi kepentingan publik. 

Pasal 3 

 

Wartawan   Indonesia   selalu   menguji informasi, memberitakan secara berimbang, 

tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga 

tak bersalah. 

 

Penafsiran 

a.Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi 

itu. 

b.Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing 

pihak secara proporsional. 

c.Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan 

opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. 

d.Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang. 
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Pasal 4 

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. 

 

Penafsiran 

a.Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal 

yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. 

b.Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. 

c.Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. 

d.Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, 

grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. 

e.Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu 

pengambilan gambar dan suara. 

Pasal 5 

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan 

susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. 

 

Penafsiran 

a.Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang 

memudahkan orang lain untuk melacak. 
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b.Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. 

 

Pasal 6 

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. 

 

Penafsiran 

a.Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi 

atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi 

pengetahuan umum. 

b.Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain 

yang mempengaruhi independensi. 

 

Pasal 7 

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak 

bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, 

informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan. 

 

Penafsiran 

a.Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan 

narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. 

b.Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan 

permintaan narasumber. 
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c.Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang 

disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. 

d.“Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh 

disiarkan atau diberitakan. 

 

Pasal 8 WartawanIndonesiatidakmenulisataumenyiarkan berita berdasarkan prasangka 

atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, 

agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, 

miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. 

 

Penafsiran 

a.Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui 

secara jelas. 



 

 

b.Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. 

 

Pasal 9 

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, 

kecuali untuk kepentingan publik. 

 

Penafsiran 

a.Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. 
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b.Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain 

yang terkait dengan kepentingan publik, 

 

Pasal 10 

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan 

tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau 

pemirsa. 

 

Penafsiran 

a.Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak 

ada teguran dari pihak luar. 

b.Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. 

 

 

Pasal 11 

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. 

Penafsiran 

a.Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan 

tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama 

baiknya. 

b.Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang 

diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. 

c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. 

 

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. 

Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan 

atau perusahaan pers. 

 

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006 

 



 

 
 

 

RIWAYAT HIDUP SINGKAT 

Putri Fatimah dilahirkan di Bogor pada 5 

Desember 2001, merupakan anak pertama dari pasangan 

Sudiro dan Vevi Laini dan memiliki dua adik bernama 

Varadiba Renata dan Muhammad Ardian Alfarisky.  

Tamat sekolah        dasar di SDIT AL-Madinah 

dan memutuskan untuk pindah ke Jakarta tepatnya di 

Condet, Jakarta Timur. Setelah menempuh sekolah 

dasar Putri melanjutkan pendidikannya di SMP Yapimda dan SMA Suluh Jakarta. 

Ketertarikan menjadi sebagai seorang Jurnalis dan menggemari Ilmu 

Komunikasi membawa Putri menempuh jenjang pendidikan perguruan tinggi di 

Politeknik Negeri Jakarta, Jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan dan mengambil 

Program Studi enerbitan (Jurnalistik). 

Putri memiliki hobi Travelling tekadnya ingin menjelajahi Indonesia 

terlebih dahulu dan mengenali lebih dalam budaya dan keragaman yang ada di 

negaranya. Putri memiliki motto hidup bahwa sukses itu pilihan, karena apa yang 

akan dilakukan kedepan merupakan sebuah keputusan maka menurut Putri sukses 

adalah  pilihan. 

 

 


